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ABSTRAK
Muhammad Ilman Nafia. 2014. Hak Waris Beda Agma (Studi Kritis atas Putusan
MA. No. 368K/AG/1995). Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwal
Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen
Pembimbing: 1. H.Sam’ani,M.Ag. 2. Ahmad Jalaludin, M.A.
Kata Kunci: Hak Waris Beda Agama, Putusan MA, Studi Kritis.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan yang terjadi
dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Di satu sisi nas Al-Qur’an tidak
menjelaskan tentang adanya bagian bagi anak (ahli waris) non Islam, sedangkan
hadis juga tidak memberikan sedikitpun bagian waris untuk non Islam dan
jugakompilasi hukum Islam yang mensyaratkan ahli waris harus beragama Islam.
Namun, di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki sebaliknya.
Indonesia sebagai Negara Hukum (civil law) mengenal istilah yurisprudensi,
yaitu: putusan hakim yang dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama,
yurisprudensi ini diperuntukan agar negara memberikan sebuah kepastian hukum
kepada masyarakatnya. Salah satu dalam masalah kewarisan, terdapat sebuah
Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 tentang waris beda agama, yang
memberikan hak waris kepada anak non muslim dengan jalan wasiat wajibah.
Putusan (yurisprudensi) tersebut merupakan trobosan progresif yang dilakukan
hakim/peradilan/MA dalam khazanah hukum kewarisan Islam.

Dikalangan para ahli hukum Islam, sepakat bahwa dalam melakukan
pembaharuan hukum Islam, segala sesuatu yang ditetapkanya hendaknya
melahirkan kemaslahatan. Oleh karena itu, analisis putusan(yurisprudensi) MA
tentang waris beda agama yang dilakukan oleh hakim/peradilan tersebut perlu
melakukan analisi perspektif maqasid al-Syariah yang menjadi pokok penelitian.

Denganpenelitian kualitatif/pustaka, yaitu melakukan penulusuran terhadap
buku-buku, yang memeuat ketentuan waris beda agama. Dari data ini kemudian
penulis melakukan kegiatan menberikan kajian, telaah, dengan teori magasid al-
Syariahterhadap Yurispridensi MA tersebut. Sedang data yang diperoleh dari
berbagai macam sumber tersebut, penulis memberikan kritik mendukung,
menambah melalui metode logika induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari
pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang
bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat
umumterhadap hasil penelitian.

Dalam pembahasanya, kerangka berfikir yang penulis gunakan adalah
maqagid al-Syariah. Dimana adanya pemenuhan lima unsur dalam penetapan
syariat dalam islam, yakni: Hifdzu al-Din, Hifdzu al-Nafs, Hifdzu al-Nasl, Hifdzu
al-Mal dan  Hifdzu al-Aqlsebagai analisa kemaslahatan (al-Islakh). Untuk
mengetahui apakah Yurisprudensi MA tentang waris beda agama tersebut
tegolong  dharuriyyat, hajiyyat  atautahsiniyyat.Setelah menelaah  serta
menganalisis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 1.wasiat wajibah dilarang
diberikan keadaan orang Islam lebih faqir dari non Islam. 2. Wasiat wajibah
dianjurkanjikaorang Islam berkecukupandan non Islam dalam keadaan fagir. Dan
3. Wasiat wajibah boleh di berikan jika keadaan orang Islam dan non-Islam
berkecukupan. Karena hal ini termasuk syi’ar (dakwah) dalam konteks bernegara.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT mensyari’atkan hukum baik yang mengatur tentang hak
yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun
mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara
perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan
tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Hal ini bisa dilihat di
dalam al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman hidup
manusia di dalamnya lengkap dengan ketentuan-ketentuan hukum dan
mengatur kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal.
Terhadap hal-hal tertentu atau persoalan yang belum detail dijelaskan dalam
al-Qur’an diperjelas dengan Hadis yang bersumber dari Rasul-Nya.'

Diantara hukum Islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah swt
dalam al-Quran adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang
menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga
dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi.
kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua
orang mengalaminya, al-Quran pun banyak membicarakanya tentang hal ini,
dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini

yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.

' Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana: 2011), him. 9
2 Alj Parman, Kewarisan Dalam al-Quran (Jakarta: Rajawali Press, 1995), him. 17.




Salah satunya disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 11 :
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Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh separo haita. dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,
Jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS: an-Nisa’: 11)

Munculnya istilah waris berasal dari kata: al-Miras, dalam bahasa Arab
adalah bentuk magsdar (infinitif) dari kata warisa — yuriysu — irtsan — mirasan.
Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada

orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain’. Pengertian menurut




menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal yang berkaitan dengan
harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda.’

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan
mengambil kata waris dengan di bubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris
itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula
proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ikhwal orang yang
menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ikhwal
peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan
dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan
mengikat untuk semua orang yang beragama.*

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari
seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti
menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing
ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang
meninggal dimaksud.’ Atau menurut istilah yang dikenal para ulama ialah
berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang),

tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.°

3 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Cet. 1,(Jakatra:
Gema Insani Pres: 1995), him. 33

4 Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharan
hukum positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 9

5 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika:
2008), hlm. 33

¢ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Cet. 1,(Jakatra:
Gema Insani Pres: 1995), him. 33




Dalam perkembangan hukum islam di Indonesia selanjutnya lahirlah
Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui
dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan
hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (firkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing.” Oleh karena
itu negara mengatur masyarakat Indonesia dengan aturan-aturan agama Islam.
Seperti pernikahan, watis dan lain-lain secarara jelas termaktub dalam KHI.3

Hukum tentang waris menjadi bahasan yang sangat penting dalam
hukum Islam. Para ulama klasik dan para pemikir kontemporer selalu
memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka
terhadap persoalan waris disebabkan al-Qur’an dan al-Hadis yang menjadi
rujukan hukum islam dalam menerangkan pengaturanya secara terperinci dan
lugas.

Salah satu pembahasan dalam kewarisan Islam adalah pembahasan
tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penghalang pewarisan
(mawani ul irtsi) berarti tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak
seseorang untuk medapatkan waris. Ada tiga hal yang menyebabkan
seseorang tidak berhak mewarisi peninggalan si pewaris, yaitu: Pertama,
perbudakan, Kedua: pembunuhan, Ketiga: beda agama antara ahli waris dan

pewaris.

7 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum
Islam, (Jakarta: Departemen Agama: 2009), him. 81

8 Hasbiyallah, Belajar Mudah limu Waris, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2007),
hlm. 113




Beda agama menjadi penghalang pewarisan sebagaimana hadis Nabi

saw, yang berbunyi :
(ke Giza) o) B Yy B ALl &5y

Artinya : “ Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak
mewarisi harta orang islam (HR. Bukhori-Muslim).’

Dian khoirul umam dalam bukunya yang berjudul Figh Waris
mengemukakan, berdasarkan hadis tersebut, semua imam madzhab (yang
empat) berpendapat sama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa orang
islam boleh mewarisi harta orang Kkafir, tetapi sebaliknya tidak boleh.
Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan
orang Islam itu lebih tinggi daripada siapapun, tidak ada satupun yang
mengunggulinya. Dari semua pendapat tersebut, pendapat yang pertamalah
yang benar yang merupakan pendapat jumhur, yang secara jelas telah
mengamalkan nash nabawi dalam hadist diatas.!® Begitu juga dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ¢ menyatakan, Ahli waris adalah
orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang
karena hukum untuk menjadi ahli waris."!

Namun, dalam sebuah kasus keluarga H. Sanusi (pewaris) terdapat
anak perempuan (Sri Widiyastuti) yang beragama Kristen tetap diberikan

bagian harta oleh Mahkamah Agung dalam putusan No: 368 K/AG/1995,

® Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al -Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar
al Fikr, t.t), VIII, him. 11

1 Dian Khairul Umam, F. igh Waris, Cet.IlI, (Bandung: Pustaka Setia: 2006), hlm. 35

! Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum
Islam, (Jakarta: Departemen Agama: 2009), him. 80




hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak perempuan yang beda
agama.'? Yang kemudian di jadikan sebuah yurisprudensi atau putusan
hakim/peradilan untuk memutus perkara serupa. Yurisprudensi juga berarti
teori ilmu hukum, dalam tata hukum di Indonesia yurisprudensi memiliki
peran yang signifikan, karena putusan para hakim menjadi landasan
penetapan suatu putusan perkara.'®

Realitas objektif atas materi hukum (subtansi) yang terkandung dalam
yurisprudensi tersebut seakan memaksakan pemberian porsi warisan bagi
orang yang beda agama dengan wasiat wajibah, walaupun jumlahnya terbatas
dan lebih sedikit dari ahli waris yang semestinya. Padahal dalam hukum
kewarisan Islam menjelaskan tidak ada waris diantara orang yang berbeda
agma. Dan eksistensi Peradilan Agama di Nusantara (Indonesia), pada
hakikatnya merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat muslim untuk
menyelesaikan permasalahan dan perkara kehidupan mereka sehari-hari
berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka yakni sebagai pedoman
kehidupan baik dinuia maupun di akhirat.'*

Oleh karena itu, menurut penulis tertarik melakukan penelitian tentang
HAK WARIS BEDA AGAMA (Studi Kritis atas Putusan MA No: 368
K/AG/1995), yang merupakan trobosan progresif yang dilakukan oleh hakim

untuk menyelesaikan kasus waris dalam keluarga beda agama.

' Putusan MA No. 368K/AG/1995

' Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana: 2011), him. 92

1 Ibid, him.99




B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah :
1. Bagaimana hak waris beda agama dalam Putusan MA No.
368K/AG/1995?
2. Bagaimana studi kritis putusan MA No. 368K/AG/1995 tentang waris

beda agama?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui hak waris beda agama dalam putusan MA No.
368K/AG/1995?
2. Untuk memberikan studi kritis putusan MA No. 368K/AG/1995 tentang
waris beda agama?
Sedangkan penelitian ini memiliki Kegunaan, yaitu :
Dan sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu/pemikiran
Islam dalam kajian-kajian ilmu di bidang akhwalus syakhsiyyah khususnya
pada waris beda agama.
D. Kajian Pustaka
Dalam penelitian penulis, kajian pustaka yang dilakukan sebagai
tinjauan terhadap beberapa penelitian baik berupa artikel atau buku yang
relevan dengan penelitian Hak Waris Beda Agama (Studi Kritis atas Putusan

MA No: 368 K/Ag/1995) sebagai berikut:




Kemudian, sebuah penelitian yang berjudul HAK NON MUSLIM

Indonesia), oleh M. syafi’i yang dilakukan pada Pusat Studi HAM UII, dan
Pascasarjana BKU dan HAM FH UIl Vol. XI, No.2, Sept — Jan 2011,
mengemukakan, bahwa hak waris non muslim dalam khazanah pemikiran Islam,
terpecah menjadi tiga pendapat. Pertama, Ulama’ klasik yang tergabung dalam
kelompok Imamiyah mengatakat bahwa seorang muslim berhak mewarisi non
muslim, tetapi tidak sebalinya. Kedua, pendapat jumhur Ulama’ yang diwakili empat
madzhab bersepakat bahwa orang Islam tidak saling mewarisi dengan non muslim.
Ketiga, status non muslim tidak menjadi penghalang kewarisan karena ketentuan
tersebut bertentangan nilai universal Alquran yang menjunjung tinggi keadilan, hak
asasi manusia dan non diskriminasi. Pendapat ketiga ini diwakili diantaranya oleh
Abdullah Ahmad An-Na’im dan Asgar Ali Enginer."

Ulama kontemporer Yusuf al-Qordhowi dalam bukunya Hadyul Islam
Fatawi Mu’ashirah bahwa orang Islam dapat mewarisi orangn non-Islam
sedangkan orang non-Islam tidak dapat mewarisi orang Islam. Menurutnya
Islam tidak menghalangi, menoloak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi
kepentingan umatnya. Apalagi, dengan harta peninggalan atau warisan itu
dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada-Nya, dan
menolong menegakan agama-Nya yang benar ini. Bahkan, sebenarnya harta
ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat

pada-Nya.'®

"> M. syafi’i, HAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARIS (Hukum Waris Islam,
KHI dan CLD-KHI di Indonesia), (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2011)
'8 Yusuf al-Qordhowi, Fatwa-Farwa Kontemporer, 111:852




Selanjutnya dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi oleh
mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berbentuk Skripsi dengan judul,
ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TENTANG AHLI
WARIS BEDA AGAMA DAN PERKARA YANG DIPUTUS SECARA
ULTRA PETITA dalam kesimpulanya menjelaskan, bahwa ahli waris pada
saat pewaris meninggal harus beragama Islam. Dalam figh sunnah bab waris
dikatakan bahwa beda agama dalah salah satu penghalang kewarisan. MUI
juga mengeluarkan fatwa bahwa muslim dan non muslim tidak saling
mewarisi. Namun disini hakim memutuskan hanya berdasarkan
“kesepakatan” para pihak.'’

Sebuah artikel yang ditulis oleh Nur Rachmi Widowati
mahasiswaUniversitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013 berjudul,
ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK MEWARIS DALAM
PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA SUAMI MUSLIM DAN ISTRI
BESERTA KETURUNAN YANG BERAGAMA KRISTEN, dalam
kesimpulanya menyatakan, Keputusan hakimdalam peraturan yang belum
diatur dapat dikatakan sebagai penemuan hukumatau yurisprudensi yang
seharusnya dijadikan pedoman atas perkara yangserupa agar perkara yang
sama tersebut tidak harus menempuh jalan yangpanjang untuk mendapatkan
keadilan. Maka dari itu sikap hakim dalamMahkamah Agung sebagai
peradilan terakhir untuk mencari keadilan dalampewarisan beda agama ini

dijadikan yurisprudensi untuk kasus yang serupa,namun pada kenyataanya

' Istiarini Cahyaningsih, Analisa Putusan PA Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama
Dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
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yurisprudensi tersebut tidak berlaku secara langsung,bahkan perkara tersebut
harus dimintakan kasasi lagi agar putusan yangdijatuhkan sesuai dengan
yurisprudensi dari Mahkamah Agung atas putusanhakim pada perkara yang
serupa. Terdapat tidak inkonsistensi antarakeuputusan hakim Mahkamah
Agung para perkara Nomor 368 K/AG/1995dengan 16 K/AG/2010 yang
dimana, hakim pada perkeara pertamamemberikan ahli waris yang terhalang
agama hak warisnya dengan wasiatwajibah, namun ahli waris beda agama
tersebut tidak dimasukan sebagai ahliwaris yang berhak. Perkara Nomor 16
K/AG/2010 memutuskan bahwa ahliwaris yang berbeda agam tersebut
mendaptkan hak mewaris dari pewaris yang telah meninggal dan menjadikan
ahli waris yang berbeda agama tersebut sebagai salah satu ahki waris yang
sah yang mendapatkan wasiat wajibah, bukan sebagai penerima wasiat
wajibah yang terhalang haknya karena ahli waris berbeda agama.'®

Dalam penelitian sebagai oleh Purwanto mahasiswa Universitas
Diponegoro dengan judul, HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA mengemukakan, Apabila dilihat dari sudut
pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dariperkawinan beda
agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisapabila tidak
seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragamalslam. Namun
demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim),sedangkan ahli
warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), makatetap berhak

mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antarapewaris dengan

® Nur Rachmi Widowati, Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris Dalam
Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim Dan Istri Beserta Keturunan Yang Beragama
Kristen, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013)
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ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata
maupun Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam (KHD)."”

Dengan melihat uraian tersebut penelitian tentang yurisprudensi sudah
banyak yang menkaji, akan tetapi yang secara khusus membahas dari sudut
pandang maqashid syariah sebagai kajian terhadap yurisprudensi waris Beda
Agama dengan jalan wasiat wajibah penulis belum menemukanya. Oleh
karena itu penulis menggunakan maqashid al-Syariah ini sebagai pendekatan

dalam penelitian yang dilakukan.

Kerangka teori

Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta
dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti
menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing
ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang
meninggal dimaksud.*’

Dalam islam dikenal suatu istilah mawani’ul irtsi (orang yang
terlahalang mendapat warisan), dengan kata lain, penghalang-penghalang
untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan
hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab

untuk mewarisi.?!

' Purwanto, Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama,
(Semarang: tp, 2008)

0 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika:
2008), hlm. 33

?! Azhar Bazhar Basyir Ahmad, Hukum Waris Islam (Y ogyakarta:UI1:1990), him. 16
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Ketentuan atau sebab (penghalang) untuk pewarisan dalam kewarisan
islam salah satunya adalah beda agama. Sebagaimana dalam sebuah hadist

Nabi saw, yang berbunyi :

°

} ”~
&gy

(e saze) ake b 2SN Yy SN Ak

Artinya : “ Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir
tidak mewarisi harta orang islam (HR. Bukhori-Muslim).?

Namun, kaitanya dengan pembagian harta warisan dikalangan
masyarakat muslim Indonesia. Badan peradilan memilki kewajiban untuk
memutuskan persoalan yang terjadi dimasyarakat, terdapat putusan yang
kemudian menjadi sebuah yurisprudensi yang menetapkan bahwa ahli waris
beda agama mendapat bagian waris dengan konsep wasiat wajibah. Tentu
keberadaan yurisprudensi tersebut secara tidak langsung memberikan celah
pemberian porsi warisan bagi orang yang beda agama, walaupun dengan
jumlah yang lebih sedikit dari ahli waris yang semestinya. Padahal dalam
hukum kewarisan Islam persoalan mengenahi beda agama ini merupakan
salah satu sebab terhalangya pewarisan sesuai dengan dalil yang diambil dari
hadits Nabi saw diatas.

Pada hakikatnya masyarakat muslim dituntut untuk bisa
menyelesaikan permasalahan dan perkara kehidupan mereka sehari-hari
berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka yakni yakni as-Sunnah

telah jelas menetapkan bahwa beda agama adalah salah satu sebab

22 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharan
hukum positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 78
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penghalang kewarisan. Namun sebenarnya, tujuan dari syariat pada intinya
adalah kemaslahatan (al-mashalih) yang bersifat langgeng, universal dan
umum (abadiyyan, kulliyan, wa ‘amman), yang mana syariat ditetapkan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik cepat maupun lambat.
Adakalanya berbentuk sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi
manusia, atau berbentuk menyingkirkan sesuatu yang merusak dan
membahayakan manusia.?

Mengenahi konsep ke-mashlahat-an dalam islam, Habiburrahman
menjelaskan bahwa, Imam al-Syatibi juga merumuskan kaidah dalam premis
doktrin hukum magqasid asy-Syari’ah-
nya sebagai berikut:

buo oYty Jorladl 3 sl Ll L) ot 201 g

“Syariat dibuat sesungguhnya demi kemaslahatan manusia, baik
didunia maupun di akhirat. "**

Adapun tujuan syariat sebagaimana yang ada didalam konsep

maqhosidus syariah berdasar pada lima faktor, meliputi: Pertama:

memelihara agama (! L2é>); Kedua, memilihara jiwa (4! Lis); Ketiga,
memelihara akal (}as)l lé=); Keempat, memelihara harta (JW laés); dan

Kelima, memelihara keturunan ( jwd! Jaés);

= Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,(Jakarta:
Kencana: 2011), him. 39
24 Ibid, 41
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Secara bahasa atau lughah (etimologi) Maqdashid al-Syariah terdiri
dari dua kata, yakni Maqashid dan Syari’ah. Maqdashid adalah bentuk jama’

dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedang Syariah secara

bahasa berarti sU I ;44 C*"‘J'U yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan

menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai janji kearah sumber
pokok kehidupan. Syariah merupakan an-nushush al-muqaddasa (nash-nash
yang suci) dari al-Qur’an dan Sunnah yang mutawatir yang sama sekali
belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, syariah
disebut ath-tharieq al-mustaqimah (jalan/cara, ajaran yang lurus).

Kata syariat dikeluarkan dari kata: “syara’a syai” yang artinya,
menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dikeluarkan dari kata “Asy-
Syiratu” dan “Asy-Syari’atu” yang artinya suatu tempat yang dapat
menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-
habisnya, sehingga orang yang membutuhkanya tidak lagi butuh alat untuk
mengambilnya.”® Kesamaan syari’at dengan syari’ah yakni jalan menuju
sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti syari’ah itu,
ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab
kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan
syari’ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.’’ Pengaitan ini,

dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada pentingnya syari’at dalam

% Kutbuddin Aibak, Metodoogi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar: 2008), hlm.50

% Yusuf Al-Qardhawi, Membumikan Syariat Islam, (Surabaya: Dunia Ilmu: 1997),
him.1

7 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003),, him.3
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memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan
ini cukup tepat karena air merupakan unsur penting dalam kehidupan.

Urgensi air ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

de

gii 2 ,:4} "/"‘/ /’///
(o sl IS sl e laz

z

Artinya :”... kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami
Jjadikan segala sesuatu yang hidup”. (QS: Al-Anbiya’:30)

Pengertian yang demikian secara tidak langsung sudah memuat
kandungan magqhasid al-Syariah.”® Imam al-Syatibi mengemukakan bahwa,
magqasid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan disyari’atkannya hukum oleh Allah
SWT. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan
di akhirat. Setiap pensyariatan hukum oleh Allah mengandung magasid
(tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.”’ Atau , maqasid al-
syari’ah adalah al-ma’anni allati syuri’at laha al-ahkam (kandungan nilai
yang menjadi tujuan pensyari’atan hukum).*®

Sedangkan menurut ‘Allal al Fasiy, maqashid al Syari’ah adalah:

LalSol o oS IS e gyledl Ly 51 1wVl Lgze 3 W)

Artinya: “Tujuan yang dikehendaki Syara’ dan rahasia-rahasia yang
ditetapkan oleh Syari’ (Allah) pada setiap hukum™>'

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

magqashid al-Syari’ah adalah tujuan Allah sebagai Syari’ (Pembuat Hukum)

*8 Ibid hlm. 53

» Asfari Jaya Bakri, Konsep maqashid al-syariah menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT
Raja Grafindo: 1996), hlm.167

* Ibid, him. 5.

*! Allal al Fasi, Maqghasid al-Syari’ah wa Makarimaha, (Mesir, Dar al Ma’arif, 1971)
hlm.128
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dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Adapun inti dari maqashid
al Syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan
keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.*? Dikalangan ulama
ushul fikih Maqashid al-syari’ah disebut juga asrar al-syari’ah, yaitu
rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’,
berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Hakikat magqashid al-Syariah dari segi subtansinya adalah
kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua
bentuk, yaitu kemaslahatan dalam bentuk haqiqi dan majazi. Kemaslahatan
dalam bentuk hagiqi yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan
dalam bentuk majazi adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa
kepada kemaslahatan.*® Oleh karena itu, maka seluruh kandungan Syariat
selalu berisi keadilan, kasih sayang Tuhan dan hikmah-Nya yang mendalam.
Dengan demikian, segala sesuatu yang didalamnya mengandung kedholiman,
kekejian, kerusakan dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah Syariah.**

Magqashid al-Syariah dalam arti Maqashid al-Syari’, mengandung
empat aspek. Keempat itu adalah:

1. Tujuan awal syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

32 Amir Mw’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta:
UII Press: 1999), hlm. 92

¥ Kutbuddin Aibak, Metodoogi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar: 2008), him.58

** Abdullah Mudhofir, Masail Al-F ighiyyah (Yogyakarta: Teras:2011), hlm.105
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Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqdashid
al-Syariah. Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat
dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek
yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam
rangka mewujudkan kemaslahatan. Aspek keempat berkaitan dengan
kepatuhan manusia sebagai muallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum
Allah, atau dalam istilah yang lebih tegas tujuan syariat adalah untuk
membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. ¥

Tiga tingkat maqashid atau tujuan syariat>® menurut al-Syatibi:

1) Magashid al-Daruriyyat, secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak.
Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok
demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara
baik. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi
kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain
segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut
disingkirkan.

2) Maqasid al-Hajiyyat, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan
aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang
berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti:

mempersingkat Ibadah ketika keadaan terjepit atau Sakit.

3% Asfari Jaya Bakri, Konsep maqashid al-syariah menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT
Raja Grafindo: 1996), him.70
% Ibid, 167
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3) Magashid al-Tahsiniyyat, secara bahasa artinya hal-hal penyempurna.
Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan
budak, berwudlu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin.*’

Penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan di peradilan agama di

Indonesia yang terkait hukum islam, apalagi yang menjadi yurisprudensi

Mahkamah Agung. Hendaknya memiliki kesesuaian dengan apa yang

menjadi tujuan dari hukum Islam dalam wshul figh disebut dengan

magqhasidus syariah. Oleh karenanya, menurut penulis diperlukan penelitian
dengan judul: HAK WARIS BEDA AGAMA (Studi Kritis atas Putusan

MA No: 368 K/AG/1995) untuk menelaah dan megkaji serta mencari

relevansinya dengan tujuan hukum waris islam. Sekalipun dengan memakai

teori maslahah atau istishlah yang ada dalam konsep Maqhosid al-syari’ah,

untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum bagi umat Islam.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan Penulis meliputi :
1.  Pendekatan Penelitian
Metode ini berupa pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu
pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan
mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata

berdasarkan teknik pengmpulan dan analisis data yang relevan yang

37 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam,(Depok:Rajawali Pers:
2013). HIm.106
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diperoleh dari situasi yang alamiah.*® atau penelitian pustaka (Library
research), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data yang
ada secara penuh dengan jalan mempelajari, mengkaji, dan menelaah
bahan-bahan kepustakaan yang terdapat relevansi (kaitanya) dengan
penulisan penelitian.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah
jenis penelitian normatif, yaitu yang mencakup penelitian tehadap asas-
asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap
taraf sinkornasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian
perbandingan hukum.* Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan
Ushhul Figh sebagai dasar utama memahami konsep maqashid al-Syariah.
3. Sumber Data
Pada penulisan penelitian ini sumber data yang digunakan dibedakan
menjadi dua, yaitu :
a. Bahan hukum Primer
Yaitu sumber-sumber pokok yang menjadi dasar dalam penulisan
penelitian ini, diantaranya berupa Yurisprudensi MA No: 368
K/AG/1995 tentang waris beda agama.

b. Bahan hukum Sekunder

3% Satori, Jaman, Aan Komariyah, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta:
2012), hlm. 25

% Fajar Mukhti dan Achmad Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF &
EMPIRIS, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Cet.I him 153
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Yaitu data dari buku lain sebagai bahan penunjang dari penulisan
penelitian ini. Diantaranya adalah buku“Rekontruksi HUKUM
Kewarisan ISLAM di Indonesia, karya Habiburrahman. “Sistem
Kewarisan Islam, Modern, dan Postmodern (Perspektif Filsafat
Sistem), karya Waryani Fajar Riyanto. “Fatwa-Fatwa Kontemporer”,
karya Yusuf al-Qordhowi. “Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia”,
karya Zainudin Ali. “Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia”, karya
Oemarsalim. “Konsep maqashid al-syariah menurut al-Syatibi”, karya
Asfari JayaBakri, dan lain sebagainya.

4.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum dan
non-hukum. dengan Penulusuran bahan-bahan hukum buku, atau
internet.** Dalam penelitian teori maqashid al-Syariah digunakan untuk

menalaah dan menkaji terhadap yurisprudensi MA no. 369K/AG/1995.

5. Teknik Pengelolaan/Analisis Data

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan
menberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik,
mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian
membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran
sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.*! Kemudian data
tersebut dianalisa menurut hukum kewarisan di Indonesia. Sedang data

yang diperoleh dari berbagai macam sumber dianalisis melalui metode

0 Ibid, hlm. 160
1 Ibid, him. 183
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logika induktif**, yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-
pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat
individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat

umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penulisan dalam
penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan
sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka
Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II, Penghalang Kewarisan Dalam Hukum Kewarisan Islam
di Indonesia, dalam bab ini membahas ketentuan mengenai penghalang
pewarisan yang berisi pengertian penghalang pewarisan, sebab-sebab
penghalang waris, dasar hukum penghalang warisan dan ketentuan-
ketuntuan hukum penghalang pewarisan.

Bab III, Waris Beda Agama Dalam Yurisprudensi (Putusan MA
No. 368K/AG/1995), yang berisi Pengertian yurisprudensi, syarat dan
ketentuan yurisprudensi dan penetapan hukum waris beda agama dalam

yurisprudensi MA No: 368/ K/AG/1995 serta dasar hukumnya.

2 Ibid, him. 115
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Bab IV, Studi Kritis Putusan MA No. 368K/AG/1995
(Yurisprudensi Waris Beda Agama), yang dibagi dalam dua sub bagian.
Yang pertama berisi Analisis Hak Waris Beda Agama Dalam Putusan MA
No. 368K/AG/1995), dan sub bab kedua berisi Studi Kritis Atas Putusan
MA No: 368/ K/AG/1995 tentang Yurisprudensi Waris Beda Agma.

Bab V, Penutup, Berisi Kesimpulan dan Saran




A.

BAB YV
PENUTUP

Simpulan

Dari uraian yang telah dilakukan pada bab empat, maka penulis dapat

menyimpulkan beberapa hal :

L.

Ptusan MA No.368K/AG/1995 tentang waris beda agama merupakan sebuah
terobosan baru yang ada dalam khzanah hukum kewarisan Islam di Indonesia.
Karena, dalam figh dinyatakan antara orang Islam dan non Islam tidak dapat
saling mewarisi. Sedangkan KHI pasal 171 poin ¢, mensyaratkan ahli waris
beragama Islam. Namun, kainya dengan sistem kerabat yang dinyatakan
dalam Al-Qur’an bahwa umat Islam harus berbuat baik (memberi, menolong
dan adil) kepada sanak-keluarga, dan juga KHI yang memerlukan
pembaharuan, serta tidak adanya ketentuan seagama bagi penerima wasiat
wajibah, maka keputusan hakim dengan memberikan hak terhadap anak yang
beragama non Islam tetap dapat mendapatkan harta waris melalui mekanisme
wasiat wajibah menurt analisa penulis sah secara hukum Islam.

Studi kritis atas Putusan MA No.368K/AG/1995 tentang yurisprudensi waris

beda agama berdasarkan tinjauan magasid al-syariah (kullivat al-Khams),

maka pemberian wasiat wajibah dibedakan ke dalam 3 kondisi, yaitu :

a. Wasiat wajibah dilarang untuk diberikan, hal ini terjadi manakala ahli
waris Islam dalam kondisi fakir, sehingga apabila wasiat wajibah
diberikan anak waris non Islam maka menjadikan harta yang diterima ahli
waris Islam berkurang yang dapat mengakibatkannya tidak dapat

menjalankan(dharuriyat)kewajiban ibadahnya.

86
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b. Wasiat wajibah dianjurkan untuk diberikan sebagai kebutuhan (hagjiyat),
hal ini terjadi manakala ahli waris Islam dalam kondisi berkecukupan
sehingga ia dapat terjamin dalam melaksanakan kewajiban beragamanya.
Disisi lain kondisi ahli waris non Islam dalam keadaan kekurangan. Dalam
hal ini maka pemberian wasiat wajibah dianjurkan diberikan atas dasar
kebutuhan untuk menolong sesama manusia terlebih lagi kerabatnya.

c. Wasiat wajibah diperbolehkan untuk diberikan, kondisi ini berlaku
manakala ahli waris Islam dapat terjamin dalam melaksanakan kewajiban
agamananya, dan ahli waris non Islam dalam kondisi kaya. Meskipun
wasiat wajibah yang diberikan tidak diebutuhan ahli waris non Islam,
namun hal ini sebagai sarana dakwah bil maal, dengan harapan mampu
mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam yang luhur kepada orang yang
berlainan agama (tahsiniyat).

Saran

Dari kesimpulan yang telah dilakukan tentang Waris Beda Agama yang

telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Kepada para hakim di lingkungan PA, PTA dan MA, dalam melaksanakan
Yurisprudensi tersebut, lebih baiknya sesuai dengan kondisi yang ada dalam
konsep magqasid al-Syariah, sehingga keputusanya tidak terlihat serta merta
diberikan.

Diperlukan kajian lebih mendalam terhadap maqasid al-Syariah oleh
hakim/peradilan dalam rangka mengkontekstualisasikan ajaran agama Islam

agar tidak berjauhan dengan realita sosial yang ada.
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